
Regional Public Sector Conference V 2021

AKUNTABILITAS KEUANGAN 
PARTAI POLITIK

Margustienny, Ak, MBA

Pengurus Kompartemen Akuntan Sektor Publik Ikatan Akuntan Indonesia

Jakarta 8 Desember 2021



DASAR HUKUM

• UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai 

Politik

• UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

• PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

• Permendagri No. 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

• PKPU No. 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
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KEUANGAN PARTAI POLITIK
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Sumber keuangan parpol: 
• Iuran anggota
• Sumbangan yang sah menurut hukum 
• Bantuan keuangan dari APBN/APBD

• Pengelolaan keuangan parpol dilakukan secara transparan dan akuntabel
• Pengelolaan keuangan parpol tsb diaudit oleh akuntan publik setiap satu 

tahun dan diumumkan secara periodik

UU No. 2 Tahun 2011
Pasal 34, 34A, 35 
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ENTITAS PARTAI POLITIK

Anggota

Pihak Lain

(without restrictions)

iuran

(without restrictions)

sumbangan

Dana iuran 
anggota & 

sumbangan

Pengeluaran lain

Pemerintah 

(with restrictions)

bantuan
Pendidikan politik 

(prioritas)

Dana bantuan 
keuangan APBN/D

UU 2/2011, PP 5/2009
Permendagri 78/2020 

DANA 
KAMPANYE

Penyumbang

Pengeluaran 
kampanye

PKPU 12/2020



PELAPORAN KEUANGAN

ENTITAS PELAPOR JENIS LAPORAN 
KEUANGAN

ACUAN LAPORAN 
KEUANGAN

PERATURAN 
PELAKSANA

AUDITOR

Dana bantuan 
keuangan APBN/B

Laporan keuangan 
bertujuan khusus 
(special purpose 
financial statements)

Peraturan PP 5/2009
Permendagri 78/2020

BPK RI

Dana kampanye Peraturan PKPU 12/2020 KAP

Badan hukum partai 
politik

Laporan keuangan 
bertujuan umum
(general purpose 
financial statements)

Standar akuntansi KAP
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Kekosongan peraturan pelaksana



USULAN
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APA

Revisi UU Parpol

BAGAIMANA

Pengaturan pokok & 
penting

• Amanah 
pembuatan PP 
laporan keuangan 
parpol

• Standar akuntansi 
yang digunakan



KERANGKA PELAPORAN KEUANGAN
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Standar Akuntansi 
Keuangan 

(private sector entities)

Standar Akuntansi 
Pemerintahan

(public sector entities)



GRHA AKUNTAN 

Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng Jakarta Pusat

Tel. 021-319 04232

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
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